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BAB Il

PROFIL KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR DAN HASIL WAWANCARA

A. Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam
pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 1945, ini mengandung pengertian
bahwa di dalam berbangsa dan bernegara paradigm yang digunakan untuk
menjalani kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-
lain diselenggarakan atas hukum (Rechstaats) tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (Machstaat).”

Hukum adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur pergaulan
manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan
mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan
kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat. Menurut terminologi
bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang
pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah
suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau
berpendapat dan sebagainya.?

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan
kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

Undang-Undang oleh karena itu dalam menyajikan data pada skripsi ini,

! Undang-undang 1945 yang sudah di amandemen serta penjelasannya, (Surabaya, Serbajaya, 1998)

2 Powerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia,(2005), 60-61
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penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar penulis
mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak
hukum di Indonesia.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada
Zaman kerajaan Hindu-Jawa yang terletak di Jawa Timur, yaitu pada masa
Kerajaan Majapahit, istilah Dhyaka, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa sudah
mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini
berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam
bahasa sansekerta.

Seorang peneliti dari Belanda, W.F. Shutterhein mengatakan bahwa
Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, tepatnya di
saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa pada tahun 1350-1389 M.
Dhyaksa adalah hakim yang di beri tugas untuk menangani masalah
peradilan dalam sidang pengadilan, para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang
adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi dhyaksa.>

Pernyataan diatas tersebut di dukung pula oleh pernyataan lainnya
yakni pernyataan dari H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhiyaksa
adalah pengawasan (gpzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Krom
dan Van Vollenhoven bahkan menyebutkan bahwa patih terkenal dari
majapahit yakni Patih Gajah Mada, juga adalah seorang Adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, Badan yang memiliki relevansi

dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie, lembaga

3 https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3
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ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan
Officier van Justities di dalam sidang pengadilan negeri, Pengadilan yustisi
(Jurisdictie Geschillen), dan Mahkamah Agung (Hooggerechtshof) di bawah
perintah langsung dari Asisten Presiden ( Residen).

Hanya saja pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai
perpanjangan tangan Belanda belaka, dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan
pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara
lain :

a. Mempertahankan segala peraturan negara

b. Melakukan penuntutan

c. Melaksanakan Putusan Pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya
dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaar artikelen yang
berkaitan dalam Wetboek van Strafrecht (WVS).

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibu kota propinsi dengan
daerah hukum meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. Kepala
kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil
kepala kejaksaan tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsure pembantu
pimpinan dan unsur pelaksana.’

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur dipimpin oleh E.S. Maruli
Hutagalung, SH. MH.Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah Kejaksaan di

Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan wilayah tugas meliputi 38 Kejaksaan

* Ibid,
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Negeri se Jawa Timur. Kantor Kejaksaan Tinggi ini berada di JI. Jend. A.

Yani No. 54-56, Surabaya Telepon (031) 8291066.

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur saat ini adalah E.S. Maruli

Hutagalung, SH. MH vyang sebelumnya dijabat oleh ELVIS JOHNY,
SH.MH. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kejaksaan Tinggi dibantu

oleh beberapa orang unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

Berikut Struktur Organisasi Pejabat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur :

Kepala Kejaksaan Tinggi E.s Maruli Hutagalung, SH.MH.
Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Rudi Prabowo Aji, SH.MH.
Kepala Bagian Tata Usaha Romy Arizyanto, SH.MH
Asisten Pembinaan Masnunah, SH.,M.Hum.
Asisten Intelijen Edy Birton, SH. MH.
Asisten Tindak Pidana Umum Tjahjo Aditomo, SH
Asisten Tindak Pidana Khusus I Made Suarnawan, SH, MH.

Asisten Perdata dan Tata Usaha

Sudiharto, SH.MH.
Negara

Asisten Pengawasan Nikolaus Kondomo, SH.MH.

Jumlah pegawai di wilayah Kejaksaan Jawa Timur sebanyak 1.692
orang terdiri dari 797 orang Jaksa dan 895 orang Tata Usaha.’

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara
resmi di fungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintahan zaman
pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu

Sirei N0.3/1942, No. 2/1944 dan No0.49/1944. Yaitu tentang Eksistensi

> Ibid,
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Kejaksaan yang berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo
Hooin (pengadilan agung), Koootoo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo
Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa
Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelenggaran.

b. Menuntut perkara.

c. Menjalankan putusan peradilan dalam perkara criminal.

d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan
dalam Negara Republik Indonesia, hal ini di jelaskan dalam Pasal 11 aturan
peralihan UU 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2
Tahun 1945. Yang berisi tentang mengamanatkan bahwa sebelum Negara
Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya
sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Karena
itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak
kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 agustus 1945.
Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 agustus 1945, dalam rapat Panitia
Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan
dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan

Departemen Kehakiman.
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Kejaksaan  Republik Indonesia terus mengalami  berbagai
perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan Kkurun
waktu dan perubahan sistem pemerintah. Sejak awal eksistensinya, hingga
kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 25 periode
kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah
ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara
kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan
dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem
pemerintahan.

Menyangkut  Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan
mendasar pertama berawal tanggal 30 juni 1961, saat pemerintah
mengesahkan Undang- Undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-
ketentuan pokok kejaksaan RI. Undang-undang ini menegaskan Kejaksaan
sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum
pasal 1, penyelenggaraan tugas departemen kejaksaan dilakukan menteri atau
jaksa agung pasal 5 dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan
presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka
sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi
departemen disahkan undang-undang No. 16 tahun 1961 tentang
pembentukan Kejaksaan Tinggi.®

Dalam undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI,

Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa Kejaksaan Rl adalah lembaga pemerintah

® Ibid
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yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta
kewenangan lain berdasarkan undang-undang . Kejaksaan sebagai pengendali
proses perkara (Dominus Litis) mempunyai kedudukan sentral dalam
penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan
apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat
bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga
merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (executive
ambtenaar). Karena itulah undang-undang kejaksaan yang baru ini dipandang
lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai
lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekusaan negara yang
diemban oleh kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini
tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan
adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi,
tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
pengaruh kekuasaan lainnya. ketentuan ini bertujuan melindungi profesi
jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.’

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur

tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30,

" Djoko Prakoso, S.H.1987. Mengenal Lembaga Kejaksaan Di Indinesia.Bina Aksara:Jakarta.
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a. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

1)

2)

3)

4)

5)

Melakukan penuntutan.

Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan
bersyarat.

Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang.

Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke
pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan

penyidik.

b. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa

khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk

dan atas nama negara atau pemerintah.

c. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaanturut

menyelenggarakan kegiatan :

1)
2)
3)

4)

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
Pengamanan kebijakan penegak hukum.
Pengamanan pengedaraan barang cetakan

Pengawasan aliran kepercayaan yangdapat membahayakan
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masyarakat dan negara.
5) Pencegahan dan penyalahgunaan dan penodaan agama.

6) Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

B. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
1. Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, yaitu
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi atau
lembaga. Visi tidak hanya penting bagi suatu perusahaan atau instansi,
tetapi juga pada kehidupan organisasi atau lembaga itu selanjutnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai lembaga penegak hukum
dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksana tugas dan
wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku
menetapkan visi sebagai berikut :

“ Kejaksaan Tinggl Jawa Timur yang Independen atau Mandiri
aengan Posisi Sentral dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan
Supremasi Hukum Penghormatan Ham *

Menyadari sepenuhnya atas tantangan dan tuntutan penegak hukum,
maka untuk visi terdapat sub visi yaitu sebagai berikut :

a. Kerja keras, Lugas, Cepat di atas Rel Hukum.

b. Semua ruang ada kunci pembuka pintu, yang berarti semua masalah
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ada pemecahannya.
Penjelasan Visi kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut diatas adalah :

a. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai lembaga penegak hukum yang
mandiri, tidak berada dibawah dan terlepas dari pengaruh badan atau
lembaga negara lainnya.

b. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai lembaga yang independen
dalam penegak hukum pidana mempunyai cita-cita untuk
mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan penghormatan HAM di
Jawa Timur.

c. Dalam Pelaksanaanya tugas sebagai penegak hukum dalam proses
pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memegang posisi sentral, baik

dalam proses penyelidikan, penuntutan maupun eksekusi.

2. Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur harus mempunyai misi, dimana misi merupakan pernyataan yang
menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin di capai.
Adapun misi yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan kualitas sumber daya kejaksaan untuk memperbaiki
kinerja dan citra kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya.

b. Meningkatkan independensi lembaga kejaksaan dalam penegakan
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hukum untuk untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM.

c. Memperkuat kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan
hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas
pokok, penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN
dan kasus HAM.

d. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha
negara.

e. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan
kententraman umum.

Penjelasan Misi kejaksaan Tinggi Jawa Timur tersebut diatas
adalah :

a. Meningkatkan Kualitas sumber daya kejaksaan untuk memperbaiki
kinerja dan citra kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-
jujurnya, mengandung arti bahwa SDM yang terdapat di kejaksaan,
sarana, dan prasaran perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tuntutan
perubahan dan pembangunan hukum.

b. Meningkatkan independensi lembaga kejaksaan dalam penegakan
hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM, mengandung
arti bahwa, lembaga kejaksaan harus bebas dari pengaruh eksekutif
dalam melaksanakan penegakan hukum.

c. Memperkuat kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan
hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas

pokok, penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN
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dan kasus HAM, mengandung arti bahwa kewenangan
Kejaksaansebagai posisi sentral yang harus ditegakkan dalam
melaksanakan perannya sebagai penuntut umum.

d. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha
negara, yang mengandung arti bahwa, Kejaksaan harus dapat
mewujudkan peran sebagai kantor pengacara negara.

e. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan
kententraman umum, yang mengandung arti, bahwa Kejaksaan harus
melakukan upaya prefentif dan refresif dalam bidang ketertiban dan
kententraman umum melalui koordinasi dengan instansi sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Tugas Pokok & Fungsi Kejaksaaan Tinggi Jawa Timur
1. Tugas Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
Melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di
daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundangan-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan

oleh Jaksa serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

2. Fungsi Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis
pemberian bimbingan dan pembinaan serta pemberian perijinan sesuai

dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
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dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung;
. Penyelengaraan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana,
pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan tatalaksanaan
serta pengelolaan atas milik negara menjadi tanggung jawabnya;
Pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun yang
berintikan keadilan di bidang pidana;.
. Pelaksanaan pemberian bantuan di bidang intelijen yustisial, dibidang
ketertiban dan  ketentraman umum, pemberian  bantuan,
pertimbangan, pelayanan dan penegaakan hukum di bidang perdata
dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk
menjamin  kepastian hukum, kewibawaanm pemerintah dan
penyelamatan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Jaksa Agung;
Penempatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau
tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan
penetapan Hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan
hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau
dirinya sendiri;
Pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah,
penyusunan peraturan perundang-undangan serta peningkatan
kesadaran hukum masyarakat;
Koordinasi, pemberian bimbingan dan petunjuk teknis serta

pengawasan, baik di dalam maupun dengan instansi terkait atas
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pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa

D. Logo dan Arti Logo Kejaksaan

1. Logo Kejaksaan

(Arsip Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 2017)

2. Arti Logo Kejaksaan
a. Bintang bersudut tiga
Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi.
Sedangkan jumlah bintang yang berjumlah tiga buah merupakan
pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga
Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.
b. Pedang
Senjata Pedang melambangkan kebenaran, yang berarti
senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.

c. Timbangan
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Timbangan adalah lambang keadilan, dimana keadilan yang
diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.
. Padi dan Kapas\

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan
kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.
Seloka Satya Adi Wicaksana

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa
dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta
makna ;
Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun

kepada sesama manusia.

. Adi

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama,
bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap

keluarga dan terhadap sesama manusia.

. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur- kata dan tingkah laku, khususnya

dalam penerapan kekuasaan dan kewenanganya.
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Makna dan Tata Warna Pada Logo
a. Warna Kuning
Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang
terkandung di dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang di jadikan
cita-cita.
b. Warna Hijau
Warna hijau pada logo Kejaksaan memiliki arti tekun,
ketekunan yang menjadi landasan pengajaran atau pengraihan cita-

cita.

E. Doktrin Kejaksaan Tinggi Jawa Timur

1.

2.

3.

Trikrama Adhyaksa : Satya Adhi Wicaksana yang memiliki arti yaitu:
Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama
manusia.
Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa
tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama
manusia.
Wicaksana

Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam
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penerapan kekuasaan dan kewenangannya.®
F. Hasil Wawancara Terkait Kasus Laa Nyalla Mataliti
1. Proses praperadilan dalam kasus lanyalla mattaliti
Istilah “praperadilan” secara etimologis berasal dari kata “pra” dan
“peradilan”. Kata “pra” dapat berarti sebelum yang dalam hal ini,
diartikan sebelum memasuki ranah pengadilan. Kata “pra” juga dapat
dilawankan dengan kata “pasca” yang berarti sesudah. Maka dari itu
perlulah kita ketahui terlebih dahulu praperadilan sesuai dengan Kitab
undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).®
Andi hamzah menerangkan, istilah yang digunakan KUHAP ialah
“praperadilan”, maka maksud dan artinya yang harafiah berbeda. Pra,
artinya sebelum atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan
sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan.® Andi hamzah dan RM.
Surachman menerangkan bahwa “kelahiran praperadilan dalam KUHAP
1981, merupakan adaptasi atas lembaga Aabeas corpus dari sistem
peradilan pidana anglosaxon. Sedangkan wewenang yang diberikan
kepada hakim dalam proses peradilan jauh lebih terbatas dibandingkan
dengan wewenang hakim komisaris di negara-negara dengan tradisi c/vi/

law di eropa daratan (rechter commissaris juga d’instruction, jeuz de

8 Arsip Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Diperoleh pada tanggal 06 Februari 2017
° Mirzantio Erdinanda, Wawancara, Kejaksaan tinggi Jawa Timur 15 Februari 2017

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,(Jakarta, Pustaka abadi, 2002), 187
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intucion, juiz intruciao, dan sebagainya).™
Menurut KUHAP, bahwa “praperadilan” adalah wewenang
pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang
diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas
permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa
tersangka.

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian
penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.

c. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau

keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak
diajukan ke pengadilan.
Dalam pasal 77 KUHAP ditentukan bahwa “pengadilan negeri
berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyidikan atau penghentian penuntutan.

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara
pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
Pada pasal 17 KUHAP yang ditentukan bahwa “perintah
penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang

“Andi Hamzah dan RM surachman, Hukum Acara Pidana Indonesia,(Jakarta, Pustaka abadi, 2002),

106
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cukup.” Baik pasal 1 angka 14, pasal 17 maupun pasal 77 KUHAP
yang dikemukakan tersebut berkaitan erat ruang lingkup
kewenangan praperadilan dan para pihak yang berwenang
mengajukan ganti kerugian atas rehabilitasi.

Wewenang praperadilan untuk memeriksa dan memutus sah atau
tidaknya penangkapan dan penahanan, berpangkal dari apa yang
dimaksud dengan “penangkapan” dan “penahanan” menurut KUHAP,
yang pada pasal 1 angka 20 KUHAP, ditentukan bahwa
“penangkapan adalah sesuatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau
peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.”

Pasal 1 angka 21 KUHAP menyatakan bahwa “penahanan adalah
penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh
penyidik, atau penuntut umum atau hakim denangan penetapannya,
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”
Baik tindakan “penangkapan maupun tindakan “penahanan”
ditujukan terhadap tersangka atau terdakwa yang dilakukan apabila
terdapat cukup bukti.

Wewenang praperadilan memeriksa dan memutus sah atau
tidaknya penangkapan dan penahanan terhadap tersangka atau

terdakwa adalah wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-
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undangan. Penangkapan itu sendiri menurut pasal 16 KUHAP
ditentukan pada ayat-ayatnya, sebagai berikut:

(1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah
penyidik berwenang melakukan penangkapan.
(2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu
berwenang melakukan penangkapan.
Andi hamzah mengkritisi ketentuan pasal 1 angka 21 dikaitkan
dengan ketentuan pasal 16 KUHAP dan dinyatakan sebagai tidak
cocok karena ternyata bukan saja penyidik (menurut definisi) tetapi
juga penyelidik dapat melakukan penangkapan. Bahkan setiap orang
dalam hal tertangkap tangan dapat melakukan penangkapan. Juga
alasan penangkapan, ternyata bukan saja untuk kepentingan
penyidikan tetapi juga untuk kepentingan penyelidikan. Jadi, definisi
tersebut perlu diperbaiki.*?

Penangkapan dan penahannan menurut KUHAP ditujukan
kepada tersangka, sedangkan menurut pasal 1 angka 14 KUHAP,
dirumuskan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana.” Penangkapan ditujukan kepada
tersangka berkaitan erat dengan perlindungan dan jaminan hak asasi
manusia bagi tersangka itu sendiri. Oleh karena itu, pelaksanaan

ketentuan tersebut ditentukan secara cermat dalam hal ini perlu

2Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana Indonesia,(Jakarta, Pustaka
abadi, 2002), 129
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diperhatikan:

1. Bahwa alasan dan cara melaksanakannya harus sesuai dengan
ketentuan undang-undang.

2. Harus berdasarkan fakta yang dapat diterima akal bahwa tindakan
tersebut perlu diambil.

3. Pejabat yang melaksanakannya wewenang tersebut harus pejabat
yang ditentukan oleh undang-undang telah dipenuhi oleh undang-
undang, tidak harus pejabat tersebut melaksanakn tindakan itu.
Ini melalui suatu pertimbangan apakah tindakan tersebut perlu
diambil demi mencari dan menemukan kebenaran materil yang
dalam semua hal tindakan yang diambil harus telah melalui dua
saringan.

4. Ketentuan tentang sah tindakan tersebut atau apakah tindakan
tersebut diperbolehkan ataukah tidak oleh ,undang-undang
(rechtsvaardigheid). Kalau tindakan itu sah, harus melalui
pertimbangan perlu atau tidaknya tindakan tersebut diambil
(rechtsvaardigheia).*®

1. Apa yang melatar belakangi kasus La Nyalla Mattaliti sehingga
dikeluarkan sprindik berulangkali?

Berawal dari penyidikan dan penuntutan tindak pidana

korupsi penyalahgunaan bantuan dana hibah yan diterima kamar

dagang dan industri jawa timur (KADIN JATIM) dari pemprov jawa

BAndi Hamzah, Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana,(Jakarta, Sumber
ILmu, 2001). 67-68
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timur. Tersangka Diar kusuma putra dan tersangka Nelson sembiring
dengan dasar surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa
timur NO.PRINT -163/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 17 februari 2015 dan
surat perintah penyidikan NO.PRINT -164/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal
17 februari 2015.

Dari hasil penyidikan perkara dimaksud, diperoleh alat bukti
sehinga terhadap Diar kusuma putra dan Nelson sembiring telah
diminta pertanggung jawabannya secara pidana di muka persidangan
dan berdasarkan putusan pengadilan negeri tindak pidana korupsi
nomor: 125/pid.sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 desember 2015 dan
nomor:126/pid.sus/TPK/2015/PN.Sby tanggal 18 desember 2015
menyatakan terdakwa Diar kusuma putra dan terdakwa Nelson
sembiring yang bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan
dijatuhkan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan
penjara untuk terdakwa Diar kusuma putra dan 5 (lima) tahun 8
(delapan) bulan penjara untuk terdakwa Nelson sembiring serta
keduanya mengganti kerugian keuangan negara keseluruhannya
sebesar Rp. 26.654.556.219,- (dua puluh enam miliar enam ratus
limah puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus
sembilan belas rupiah).*

Didalam perkembangan perkara dalam penyidikan dan

penuntutan Diar kusuma putra dan Nelson sembiring di peroleh fakta

¥ Mirzantio Erdinanda, Wawancara, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 15 Februari 2017
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a. Tahap pennyidikan

1)

2)

3)

4)

Berdasarkan keterangan dan dokumen cek atau giro
diketahui bahwa yang bersangkutan selaku ketua
umum KADIN JATIM mempunyai otoritas tanda
tangan dalam cek atau giro tersebut.

Bahwa untuk pencairan dana baik cek atau giro yang
bertanda tangan adalah ketua umum KADIN JATIM,
Diar kusuma putra dan Junaedi torino, namun
meskipun hanya ditandatangani oleh dua orang, cek
atau giro sudah bisa dicairkan berdasarkan bukti
dokumen.

Bahwa berdasarkan uraian diatas,dalam perkara
enyalahgunaan dana hibah KADIN JATIM ini
pengelolaan keuangan dilakukan oleh Diar kusuma
putra dan Nelson sembiring yang telah ditetapkan
sebagai  tersangka sehingga terhadap  yang
bersangkutan dikenakan pasal tentang penyertaan
(PASAL 55ayat (1) ke 1,2 KUHAP).

Berdasarkan  fakta-fakta yang diperoleh  dari
keterangan  saksi-saksi,  keterangan  tersangka
dikuatkan dengan barang bukti serta dihubungkan

dengan perbuatan formil dan materil yang dilakukan
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oleh Diar kusuma putra dan Nelson sembiring dan La
nyalla mattaliti selaku pihak penerima dana hibah
maka tim jaksa penyidik berpendapat bahwa dalam
perkara dana hibah Kadin Jatim tahun 2011 sampai

dengan tahun 2014 tersebut.*

b. Tahap penuntutan:

1)

2)

3)

4)

Dalam persidangan terdakwa Diar kusuma putra dan
Nelson sembiring diperoleh fakta yakni saksi dari
pihak pemprov jatim menerangkan dan membenarkan
adanya pengajuan proposal, RAB bantuan dana hibah
Kadin Jatim yang ditanda tangani oleh La nyalla
mattaliti.

Naskah perjanjian hibah daerah yang ditanda tangani
oleh La nyalla mattaliti.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai
penerima dana hibah dari pemprov jatim yang
ditandatangani oleh La nyalla mattaliti.

Berdasarkan  keterangan La nyalla  mattaliti
menerangkan  bahwa, terkait dengan laporan
pertanggung jawaban kegiatan dana hibah Kadin

Jatim, saksi selalu tanyakan kepada Diar kusuma putra

15 1bid,
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dan Nelson sembiring.*®
5) Bahwa untuk mengetahui peran dari La nyalla
mattaliti sehubungan dengan pengelolaan dana hibah
Kadin Jatim yang tidak sesuai peruntukannya yang
dilakukan oleh terdakwa Diar kusuma putra dan
terdakwa Nelson sembiring diperlukannya adanya alat
bukti lain yang mendukun, baik itu keterangan saksi,
ahli, dokumen-dokumen maupun Kketerangan para
terdakwa yang secara tegas menerangkan perbuatan
aktif atau unsur niat kesengajaan La nyalla mattaliti
sebagai keturutsertaan yang bersangkutan dalam
mengelola dana hibah yang tidak sebagaiman

mestinya.*’
2. Kenapa Kejati Jatim sampai mengeluarkan Sprindik berulangkali?

Berawal dari penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi
penyalahgunaan bantuan dana hibah yang diterima kamar dagang dan
industri jawa timur (Kadin Jatim) dari pemprov jawa timur, tersangka
Diar kusuma putra dan tersangka Nelson sembiring dengan dasarsurat
perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-
163/0.5/Fd.1/02/2015 tanggal 17 februari 2015 ditemukan perbuataan

aktif atau unsur niat kesengajaan La nyalla mattaliti sebagai bentuk

' Ibid,

7 1bid,
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keturutsertaan yang bersangkutan dalam mengelola dana hibah yang

tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal tersebut Kejati Jatim mengeluarkan surat

perintah penyelidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-

1470/0.5/fd.1/12/2015, tanggal 30 desember dengan kesimpulan hasil

penyelidikan yakni:

Bahwa tim jaksa penyelidik kejaksaan tinggi jawa timur
berkesimpulan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan
pengelolaan dana hibah pada kamar dagang dan industri provinsi
jawa timur tahun 2011 sampai dengan 2014 terdapat peristiwa
perbuatan melanggar hukum dan dapat mengakibatkan kerugian
keuangan negara.

Bahwa pada tahun 2011 sampai dengan 2014 Kadin Jatim
memperoleh dana hibah dari pemerintah propinsi jawa timur,
yang berdasarkan proposal dan RAB dipergunakan untuk kegiatan
akselerasi perdagangan antar pulau, UMKM dan BDC, dengan
jumlah total keseluruhan selama empat tahun sejumlah Rp.
48.000.000.000,-.

Bahwa pada tahun 2012 Kadin Jatim mendapatkan bantuan dana
hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- dimana berdasarkan data print
out rekening Kadin Jatim di bank Jatim No0.0011227295
dilakukan penarikan dana beberapa kali dengan menggunakan cek

yang ditandatangani bersama La nyalla mattaliti dan Diar kusuma
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putra.

- Kemudia ditemukan fakta bahwa tanggal 6 juli 2012 diterbitkan
GIRO No. BG 069407 senilai Rp. 5.359.479.150.- yang
ditandatangani oleh Diar kusuma putra dan La nyalla mattaliti,
kemudian dana tersebut dicairkan dan di tranfer ke rekening bank
jatim La nyalla mattaliti dengan No. 0017323792.

- Kemudian pada tanggal 11 juli 2012 melakukan pembelian IPO
bank jatim dengan menggunakan rekening No. 0017323792 atas
nama La nyalla mattaliti, dimana hasil pembelian IPO bank jatim
diduga ada keuntungan yang telah dinikmati.

- Sehingga penggunaan dana hibah dari pemerintah propinsi jawa
timur yang diberikan kepada Kadin Jatim pada tahun 2012
sebesar Rp. 10.000.000,-

- Dan ternyata dana sebesar Rp. 5.359.479.150,- tidak digunakan
untuk kegiatan Kadin Jatim sebagaimana NPHD, proposal, dan
RAB yang telah disetujui, namun digunakan untuk mendapat
keuntungan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi sehingga
diduga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.

Berdasarkan penyelidikan tersebut Kejati Jatim mengeluarkan
surat perintah penyidikan (umum tipikor) kepala kejaksan tinggi jawa
timur No: Print 86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 dan

surat perintah penyidikan (umum tindak pidana pencucian uang)
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kepala kejaksaan tinggi jawa timur dengan No. Print-
120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016.

Didalam proses ini, penyidik belum menetapkan tersangka,
dalam perkembangannya terpidana Diar kusuma putra mengajukan
permohona praperadilan di pengadilan negeri surabaya pada tanggal
19 februari 2016 dengan register perkara
No:11/PRAPER/PN.SBY/2016.

Pada tanggal 7 maret 2016 pembacaan putusan pada pokoknya
menyatakan surat perintah penyidik Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa
Timur No: 86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 terkait
perkara tindak pidana korupsi penyimpangan dana hibah untuk
pembelian /nitial public offering (1IPO) bank jatim pada kamar dagang
dan industri provinsi jawa timur tahun 2012 dan surat perintah
penyidikan  kepala  kejaksan  tinggi jawa timur  No:
120/0.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 februari 2016 terkait perkara tindak
pidana pencucian uang dalam pembelian /nitial public offering (IPO)
bank jatim pada kamar dagang dan industri propinsi jawa timur tahun
2012, adalah tidak sah dan melanggar hukum, serta tidsk mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

Dalam putusan pra peradilan tersebut salah satu pertimbangan
pokoknya adalah menyatakan penyidikan surat perintah penyidikan
(umum tipikor) kepala kejaksaan tinggi jawa timur No: Print-

86/0.5/Fd.1/01/2016 tanggal 27 januari 2016 dan surat perintah
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penyidikan (umum tindak pidana pencucian uang) kepala kejaksaan
tinggi jawa rimur No: Print-120/0.5/F.d.1/02/2016, tanggal 15
februari 2016 merupakan rebis in idem.

bahwa kemudian kepala kejaksaan tinggi jawa timur
menerbitkan:

1) Surat perintah penyidikan (umum) kepala kejkasaan tinggi

jawa timur No:Print-256/0.5/Fd.1/03/2016

2) Surat perintah penyidikan (tersangka) kepala kejaksaan
tinggi jawa timur No:rint-29/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16
maret 2016

3) Surat penetapan tersangka No:Kep-11/0.6/Fd.1/03/2016
tanggal 16 maret 2016 La nyalla mattaliti.

Bahwa pertimbangan diterbitkan surat perintah penyidikan
setelah putusan pra peradilan register perkara
No:11/PRAPER/PN.SBY/2016 adalah putusan tersebut terlihat
bahwa ada kekeliruan yang fatal dalam pertimbangan hukumnya yang
dilakukan oleh hakim, yaitu:

1) Hakim menerima pertimbangan eksepsi termohon yang
menyatakan bahwa permohonan pra peradilan yang
diajukan oleh pemohon masih prematur dan pemohon
tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan
permohonan pra peradilan.

2) Hakim dalam pertimbangannya mengatakan bahwa surat



3)

4)
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perintah penyidikan yang dibuat oleh termohon maupun
pemohon terkait pertanggungjawaban pidana sepanjang
ditemukan bukti bahwa perbuatan pidana tersebut
dilakukan oleh beberapa orang dan baru sebagian yang
diminta pertanggung jawaban secara pidana, maka yang
belum diminta pertanggungjawaban secara pidana tersebut
dapat dilakukan penyidikan, sehingga belum ditemukanlah
siapa yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana
terkait pembelian IPO bank jatim yang diterima La nyalla
mattaliti.

Dalam pertimbangannya, hakim mengsmbil pendapat ahli
Dr. Arif Setiawan, SH. MH. (yang diajukan pemohon)
yaitu terkait adanya pihak lain yang dapat diminta
pertanggungjawaban maka dapat saja perkara tersebut
dibuka kembali apabila ada bukti baru. Hal ini
menunjukkan bahwa pertanggungjawaban secara pidana
kepada pihak lain bisa diminta, hal ini nsesuai juga dengan
pendapat dari ahli Dr. Pujiyono, SH.MH, Prof. Dr. Eko
Sugitario, SH. MH, dan Prof. Dr. Edward Omar Sharif
Hiariej, Sh. Mhum.

Hakim dala perkara aquo juga menolak ketika termohon
juga mengajukan saksi fakta, termohon mengajukan saksi

penyidikan bidang tindak pidana khusus kejkasaan tinggi
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jawa timur untuk mengungkap fakta bahwa termohon
dalam melakukan proses penyelidikan dan proses
penyidikan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku. Hakim praperadilan
telah menjelaskan kepada kuasa pemohon bahwa saksi
hanya akan menjelaskan terkait prosedur. Namun kuasa
pemohon tetap keberatan dengan mengatakan bahwa saksi
merupakan bagian dari termohon. Atas keberatan tersebut
hakim mengabulkannya.

Terkait hal tersebut, termohon mengajukan keberatan karena
saksi yang diajukan oleh kuasa termohon akan menerangkan
bahwa semua proses administrasi dalam penyelidikan dan
penyidikan yang dilakukan oleh termohon telah sesuai prosedur
dan tidk ada abuse of power sebagaiman yang dituduhkan oleh
pemohon. Tidak ada saksi fakta lain yang mengetahui secara
persis bagaimana proses administrasi di seksi penyidikan bidang
tindak pidana khusus kejaksaan tinggi jawa timur karena status
saksi adalah pengendali di seksi penyidikan.

1) Hakim dalam perkara aguo secara nyata tidak
mempertimbangkan tanggapan-tanggapan maupun
keberatan-keberatan yang termohon sampaikan dalam
kesimpulan, karena pada saat itu juga, setelah para pihak

menyerahkan kesimpulan, hakim langsung membacakan
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putusan yang telah dipersiapkan sebelum sidang dimulai
tanpa ada waktu jeda bagi hakim untuk mempelajari
kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Bahwa tersangka La Nyalla Mattaliti mengajukan permohonan
praperadilan di pengadilan negeri surabaya  dengan
No0:19/PRAPER/2016/PN.SBY tangal 18 maret 2016. Sidang
praperadilan tersebut dipinpin hakim Ferdinandus, Sh, Mh dan
panitera pengganti Herry Marsudi, SH. Dan pada tangal 12 april 2016
pembacaan putusan, yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut
menyatakan surat perintah penyidikan dari termohon No:Print-
256/0.5Fd.1/03/2016 tanggal 10 maret dan surat perintah penyidikan
termohon N0:291/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016 dan surat
penetapan tersangka Kep-11/0.5/Fd.1/03/2016 tanggal 16 maret 2016
dari termohon terkait perkara tindak pidana korupsi penggunaan dana
hibah Kadin Jatim pada tahun 2012 untuk pembelian IPO bank jatim
adalah tidak sah dan tidak berdasar atau melanggar hukum dan oleh
karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Terkait putusan pengadilan tersebut, kepala kejaksaan tinggi
jawa timur menerbitkan:

- Surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur
No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016.
- Surat penetapan tersangka No:Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal

12 april 2016 La Nyalla Mattaliti.
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Pertimbangan dilakukan penyelidikan tersebut terkait putusan

praperadilan No0:19/PRAPER/2016/PN.SBY terlihat bahwa ada

kekeliruan fatal yang dilakukan oleh hakim, yaitu:

Hakim dalam pertimbangnnya menyatakan bahwa termohon saat
akan menetapkan pemohon selaku tersangka, padahal dalam
pembuktian telah disampaikan bahwa sebelum menerbitkan surat
penetapan tersangka, termohon telah mendapatkan keterangan
saksi Sri Bondan, Hadi Santoso dari Bank Jatim, Irawan dan
Omar dari Mandiri sekuritas serta Luluk dari Pemprov Jatim serta
keterangan ahli Siswo Sujanto selaku ahli keuangan negara dan
Joko Susilo dari peruri serta telah memeriksa surat dan melakukan
penyitaan surat-surat sebagai kewenangan penyidik yang diatur
dalam pasal 7 KUHAP.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengembalian
oleh pemohon pada tahun 2012 secara materil diakui
kebenarannya oleh yang menerima dan kekuatan pembuktian
bukan pada materainya karena pengakuan lebih sempurna
daripada bukti materai sehingga tidak ada lagi kerugian keuangan
negara, ini menunjukkan bahwa hakim dalam pertimbangannya
telah masuk materi pokok perkara.

Dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa perkara aquo
nebis in idem karena secara materil sudah dipertanggungjawabkan

dan tidak relevan atau tidak bisa dibuka kembali oleh karena itu
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harus dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum. Pertimbangan
tersebut menunjukkan bahwa hakim telah masuk materi pokok
perkara dan hakim telah melampaui batas kewenangan
praperadilan serta hakim tidak mengerti ketentuan pasal 76
KUHAP karena syarat-syarat yang diperlukan untuk menyatakan
suatu perkara nebis in idem adalah adanya putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap dn orang terhadap siapa putusan itu
dijatuhkan adalah sama dan perbuatan (yang dituntut dua kali)
adalah sama dengan yang pernah diputus terlebih dahulu.
Dalam  pertimbangannya, hakim sama sekali  tidak
mempertimbangkan dalil-dalil, bukti-bukti, tanggapan-tanggapan
serta keberatan yang diajukan oleh termohon sehingga terlihat
adanya wnfair processdalam  memeriksa dan  mengadili
permohonan praperadilan ini.

Bahwa Mahmud Ali Afandi (anak dari La nyalla mattaliti)
mengajukan permohonan praperadilan di pengadilan negeri surabaya
dengan No:28/PRAPER/2016/PN.SBY tanggal 23 mei 2016, sidang
praperadilan tersebut dipimpin hakim Mengapul Girsang, S.H dan
panitera pengganti H. Kartono, S.H., M.H yang pada pokoknya
membatalkan surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa
timur No:Print-397/0.5/Fd.1/04/2016 tanggal 12 april 2016 dan surat
penetapan tersangka No: Kep-31/0.5/Fd.1/04/2016 tertanggal 12 april

2016.
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Kemudian kepala kejaksaan tinggi jawa timur menerbitkan :

- Surat penetapan tersangka No: Kep-54/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal
27 mei 2016.

- Surat perintah penyidikan kepala kejaksaan tinggi jawa timur No:
605/0.5/Fd.1/05/2016 tanggal 27 mei 2016.

Pertimbangan dilakukan penyidikan tersebut terkait putusan

praperadilan No: 28/PRAPER/2016/PN.SBY terlihat bahwa ada

kekeliruan fatal yang dilakukan oleh hakim seperti halnya dalam

putusan praperadilan sebelumnya.

Bahwa kemudian berdasarkan keputusan ketua mahkamah
agung republik indonesia No: 113/PRAPER/7/2016 tanggal 31 juli
2016 tentang penunjukan pengadilan tindak pidana korupsi pada
prngadilan negeri jakarta pusat untuk memeriksa dan memutus
perkara tersebut maka penuntut umum melimpahkan perkara dengan
surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No: B-
1803/0.5Ft.1/08/2016 tanggal 25 agustus 2016.

. Apakah proses pemanggilan sudah benar?

Sudah sesuai prosedur SOP dan KUHAP.

Dan apakah terdakwa pernah mangkir saat dipangil atau tidak sesuai
prosedur?

Ya, tersangka tidak datang dan melarikan diri ke singapore saat

penyidik  memanggil untuk dilakukan  pemeriksaan  atau
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penyelidikan.'®
Bagaimana langkah peradilan selanjutnya stelah  putusan
(praperadilan) La nyalla mattaliti ?*°
Bahwa pengadilan TIPIKOR pada pengadilan negeri jakarta
pusat, menerima pelimpahan perkara dan sebagaimna fatwa
mahkamah agung untuk sidang dilakukan di pengadilan negeri jakarta

pusat. Disaat putusan sela, eksepsi terdakwa ditolak.

'8 Mirzantio Erdinanda,wawancara Kejaksaan Tinggi Jawa Timur 15 Februari 2017
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